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MOTTO 

Kehidupan penuh dengan cobaan dan rintangan. Tapi jangan 

jadikan semua itu sebagai hambatan untuk meraih impian. Ketakutan-

ketakutan akan membatasi kita untuk melakukan berbagai hal yang 

sangat berarti bagi kita. Mulailah sekarang juga untuk melangkah, 

menuju impian meskipun selangkah demi selangkah tetapi akan 

membawa kita ketujuan, asal arah yang kita tempuh benar. 

Kegagalan adalah warna bagi kehidupan. Kecewa 

atau tidak, semua tergantung bagaimana kita menyikapi 

kegagalan. Mencoba, akan mendekatkan kita kepada sukses, 

meskipun kita akan mengalami banyak kegagalan. Namun 

cuma itulah yang kita perlukan, karena kita sering tidak 

tahu mana yang akan berhasil. 

 

So....... 

“Jangan pernah takut untuk mencoba meraih 

impian setinggi-tingginya“ 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
 

 

 

 



 

  

 

 



 

 

 

 



Ringkasan 

Nor Hidayatus Sholicha, 2006, Reformasi Kelembagaan Pemerintah Daerah 

Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Badan Perijinan 

Kabupaten Bojonegoro).  

 

Penelitian ini dilakukan karena setelah lahirnya reformasi pada tahun 1998 

diharapkan akan ada perubahan di segala aspek kehidupan termasuk pelayanan publik 

oleh pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik sebelum reformasi terkesan kurang 

baik, sehingga dengan adanya reformasi besar harapan masyarakat agar pelayanan publik 

yang diberikan semakin berkualitas. Namun setelah 10 tahun Reformasi berjalan masih 

terdapat banyak permasalahan di berbagai bidang, khususnya pelayanan publik belum 

dapat berjalan dengan baik sesuai harapan dari reformasi. 

Berdasarkan aturan dari menteri pendayagunaan aparatur negara, seharusnya 

pelayanan publik dilakukan dengan baik, memudahkan masyarakat yang akan menerima 

layanan mulai dari prosedur yang mudah, akurasi pelayanan yang tepat sasaran, adanya 

kejelasan dan kepastian serta jenis pelayanan yang diberikan. Pelayanan publik dalam hal 

perijinan selama ini masih dilayani beberapa instansi dan terkesan kurang efektif dan 

masih berbelit – belit yang seharusnya bisa dilayani dalam satu pintu agar memudahkan 

masyarakat yang mengurus berbagai macam perijinan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif, hal tersebut bertujuan agar penelitian yang dilakukan lebih 

mendalam serta bisa memahami permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat 

terkait pelayanan perijinan.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah 

melakukan reformasi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam 

hal perijinan. Pada tahun 2009 berdirilah badan Perijinan yang memberikan pelayanan 

berbagai perijinan yang sebelumnya pelayanan perijinan masih dilayani oleh beberapa 

instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan dan lain sebagainya. 

Perubahan struktur dan fungsi organisasi di Badan Perijinan telah sesuai dengan 

kebutuhan dari organisasi untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat. Mekanisme dan Prosedur organisasi dalam pemberian pelayanan sudah 

cukup jelas. Koordiasi antar pegawai ataupun bagian dalam Badan Perijinan juga terjalin 

dengan baik karena dalam memberikan pelayanan ada keterkaitan dari berbagai macam 

bagian atau pegawai bahkan dengan instansi lain. Etika organisasi di Badan Perijinan 

sudah cukup baik, karena pegawai berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat walaupun tidak ada sebuah aturan yang tertulis dalam memberikan pelayanan 

sehingga pegawai hanya berpegang pada Visi Misi dan Motto dari organisasi. Sedangkan 

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan dengan mengikuti berbagai 

macam pendidikan dan latihan juga seminar yang ada.  

Peningkatan kualitas pelayanan setelah adanya reformasi dapat dilihat dari Jenis 

pelayanan yang diberikan yaitu ada 36 jenis pelayanan perijinan yang dilayani dalam satu 

pintu oleh Badan Perijinan. Akurasi pelayanan yang diberikan cukup baik bahkan ada 

kompensasi apabila jadwal yang ditentukan tidak sesuai. Dalam menerima pelayanan 

mayarakat juga mendapat kejelasan dan kepastian. Serta respon masyarakat yang cukup 

baik karena Badan Perijinan selalu mengadakan riset dari pelayanan yang diberikan untuk 

mengetahui kepuasan masyarakat. 

 



Summary 

Nor Hidayatus Sholicha, 2006, Institutional Reform of Local Government in 

Improving the Quality of Public Service (Studies in the Office of Licensing Agency 

Bojonegoro). 

This research was done because after the birth of the reform in 1998 is 

expected to be no change in all aspects of life including public service by the government 

to the public. Public services before the reform seem less good, so that with the reform of 

society's expectations for public services provided by the quality. But after 10 years of 

reform run there are still many problems in various fields, especially public services can 

not be run well as expected from the reform. 

Under the rules of ministerial utilization of state apparatus, public service 

should be done well, allows people who will receive services ranging from a simple 

procedure, the accuracy of targeted services, lack of clarity and certainty and the type of 

services provided. Public services in terms of licensing for this still served several 

agencies and seem less effective and is still circuitous - complicated that should be served 

in a door for easier community care various permits. The research method used was 

qualitative descriptive, it aims for more in-depth study and understand the real issues 

happening in society related licensing services. 

The results of this study indicate that local governments have made 

institutional reforms to improve the quality of public services in terms of licensing. In the 

year 2009 stood Licensing agencies that provide services a variety of licensing services in 

licensing is still served by several agencies such as the Public Works Department, Office 

of Trade and others. 

Changes in the structure and functions of the organization at the Licensing 

Board in accordance with the needs of the organization to be able to give good service to 

the community. Mechanisms and procedures for organizations in service delivery is clear 

enough. Koordiasi between employees or part of the Licensing Board is also interwoven 

with the good because there are linkages in providing services of various kinds of parts or 

even with other agency employees. Ethics organization at the Licensing Agency is good 

enough, because the employees strive to provide the best service to the community 

although there is no one rule that is written in providing services so that employees just 

hold on Vision, Mission and Motto of the organization. While the increase in the 

competence of human resources is done by following various forms of education and 

training seminars are also available. 

Improving the quality of services after the reform can be seen from the types 

of services which are there 36 types of licensing services are served in a door by the 

Licensing Agency. Accuracy is pretty good service given any compensation even if the 

schedule does not fit. In accepting sustain community services also have clarity and 

certainty. And community response is good enough because the Licensing Agency is 

always conducted research of the service given to know the satisfaction of the 

community. 
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